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LAPORAN SINGKAT 

KOMISI IV DPR RI  

(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, 

SERTA KELAUTAN) 
 
 

 

Tahun Sidang : 2022-2023 

Masa Persidangan : III 

Rapat  ke- : 2 

Jenis Rapat : Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian    

Sifat Rapat : Terbuka 

Hari/Tanggal           : Senin, 16 Januari 2023 

Waktu : 10.20 WIB s.d. Selesai 

Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV) 

Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta 

Acara : Membahas:  

1. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022; 

2. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023; dan 

3. Isu-isu Aktual Lainnya.  

Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) 

didampingi oleh G. Budisatrio Djiwandono (Wakil Ketua 

Komisi IV DPR RI/F-Gerindra), Rusdi Masse 

Mappasessu (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/               

F-NasDem), dan Anggia Erma Rini, MKM. (Wakil Ketua 

Komisi IV DPR RI/F-PKB) 

Sekretaris Rapat 

 

Hadir      

: 

 

: 

Drs. Achmad Agus Thomy (Kabag Set. Komisi IV     

DPR RI) 

A. 47 Anggota dari 52 Anggota Komisi IV DPR RI 

B. Hadir Pemerintah: 

1. Prof. Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.Si., M.H. 

(Menteri Pertanian); 

2. Dr. Ir. Kasdi Subagyono, M.Sc. (Sekretaris 

Jenderal); 

3. Dr. Jan Samuel Maringka, S.H., M.H. (Inspektur 

Jenderal); 

4. Dr. Ir. Suwandi, M.Si. (Direktur Jenderal Tanaman 

Pangan); 
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5. Andi Nur Alam Syah, S.T.P., M.T. (Direktur 

Jenderal Perkebunan);  

6. Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc. (Direktur Jenderal 

Hortikultura); 

7. Dr. Ir. Nasrullah, M.Sc. (Direktur Jenderal 

Peternakan dan Kesehatan Hewan); 

8. Ir. Ali Jamil, M.P., Ph.D. (Direktur Jenderal 

Prasarana dan Sarana Pertanian); 

9. Dr. Ir. Fadjry Djufry, M.Si. (Kepala Badan 

Standardisasi Instrumen Pertanian); 

10. Prof. (R) Dr. Ir. Dedi Nursyamsi M.Agr. (Kepala 

Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM 

Pertanian); 

11. Ir. Bambang, M.M. (Kepala Badan Karantina 

Pertanian);  

12. Budi Waseso (Direktur Utama Perum BULOG) 

beserta jajaran; 

13. Achmad Bakir Pasaman, Direktur Utama PT 

Pupuk Indonesia (Persero); dan  

14. Frans Marganda Tambunan, Direktur Utama PT 

Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding 

Pangan ID FOOD. 

   

I. PENDAHULUAN  

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian, membahas 

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022, Rencana Program dan 

Kegiatan Tahun 2023, dan Isu-isu Aktual Lainnya, dibuka pukul 10.20 WIB 

oleh Ketua Rapat, Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) dan rapat 

dinyatakan terbuka untuk umum. 

 

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN: 

1. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan atas Automatic 

Adjustment Pagu Anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2023 

berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-1040/MK.02/2022 

tanggal 9 Desember 2022 hal Automatic Adjustment 

Kementerian/Lembaga TA 2023, sebesar Rp1.053.042.544.000,00 

(satu triliun lima puluh tiga miliar empat puluh dua juta lima ratus empat 

puluh empat ribu rupiah).  Selanjutnya akan dibahas lebih mendalam 

bersama Eselon I sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan. 
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2. Komisi IV DPR RI mendengarkan usulan Realokasi Anggaran 

Kementerian Pertanian Tahun 2023 dengan komposisi anggaran per-

Eselon I menjadi sebagai berikut: 

a. Sekretariat Jenderal, sebesar Rp1.473.598.597.000,00 (satu triliun 

empat ratus tujuh puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh 

delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah); 

b. Inspektorat Jenderal, sebesar Rp154.221.814.000,00 (seratus 

lima puluh empat miliar dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus 

empat belas ribu rupiah); 

c. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, yang semula sebesar 

Rp3.000.511.911.000,00 (tiga triliun lima ratus sebelas juta 

sembilan ratus sebelas ribu rupiah) menjadi sebesar 

Rp2.737.330.155.000,00 (dua triliun tujuh ratus tiga puluh tujuh 

miliar tiga ratus tiga puluh juta seratus lima puluh lima ribu rupiah); 

d. Direktorat Jenderal Hortikultura, yang semula sebesar 

Rp1.034.155.508.000,00 (satu triliun tiga puluh empat miliar seratus 

lima puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah) menjadi sebesar 

Rp1.004.155.508.000,00 (satu triliun empat miliar seratus lima 

puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah); 

e. Direktorat Jenderal Perkebunan, yang semula sebesar 

Rp1.136.357.410.000,00 (satu triliun seratus tiga puluh enam miliar 

tiga ratus lima puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) 

menjadi sebesar Rp1.115.539.166.000,00 (satu triliun seratus lima 

belas miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta seratus enam puluh 

enam ribu rupiah); 

f. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang 

semula sebesar Rp2.876.556.075.000 (dua triliun delapan ratus 

tujuh puluh enam miliar lima ratus lima puluh enam juta tujuh puluh 

lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp2.816.556.075.000,00 (dua 

triliun delapan ratus enam belas miliar lima ratus lima puluh enam 

juta tujuh puluh lima ribu rupiah); 

g. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, yang 

semula sebesar Rp2.700.741.155.000,00 (dua triliun tujuh ratus 

miliar tujuh ratus empat puluh satu juta seratus lima puluh lima ribu 

rupiah) menjadi sebesar Rp3.100.741.155.000,00 (tiga triliun 

seratus miliar tujuh ratus empat puluh satu juta seratus lima puluh 

lima ribu rupiah); 

h. Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, sebesar 

Rp903.810.826.000,00 (sembilan ratus tiga miliar delapan ratus 

sepuluh juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah); 

i. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, yang 

semula sebesar Rp946.043.124.000,00 (sembilan ratus empat 
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puluh enam miliar empat puluh tiga juta seratus dua puluh empat 

ribu rupiah) menjadi sebesar Rp940.043.124.000,00 (sembilan 

ratus empat puluh miliar empat puluh tiga juta seratus dua puluh 

empat ribu rupiah); dan 

j. Badan Karantina Pertanian, yang semula sebesar 

Rp1.092.659.407.000,00 (satu triliun sembilan puluh dua miliar 

enam ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh ribu rupiah) 

menjadi sebesar Rp1.072.659.407.000,00 (satu triliun tujuh puluh 

dua miliar enam ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh 

ribu rupiah). 

Selanjutnya akan dibahas lebih mendalam bersama Eselon I sesuai 

ketentuan peraturan Perundang-undangan.  

 

3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian dalam menyusun 

kegiatan dan program agar fokus kepada peningkatan produksi dan 

kesejahteraan petani dengan memperhatikan daya dukung ekosistem 

serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim secara berkelanjutan 

sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah. 

Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar 

berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan dan program yang sudah 

diputuskan dan disepakati melalui mekanisme Rapat Kerja. 

 

4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar dalam 

menyajikan data lebih akurat dan valid. Selanjutnya Komisi IV DPR RI 

meminta agar Kementerian Pertanian menyampaikan data-

data/laporan yang diminta pada Rapat hari ini antara lain mengenai:  

a. Data produksi dan impor komoditas pertanian, meliputi data 

komponen produksi baik yang berasal dari dalam maupun luar 

negeri (alsintan, pakan, bibit/benih, hasil);  

b. Data Eksportir Sarang Burung Walet per Negara Tujuan; 

c. Data Produksi Sarang Burung Walet berdasarkan Perusahaan; 

d. Data Realisasi Penanganan PMK Tahun 2022;  

e. Data Realisasi Pengembangan Kedelai Tahun 2022;  

f. Data Realisasi Pelaksanaan Peremajaan Sawit Rakyat Tahun 

2022;  

g. Data Spasial per Provinsi untuk Komoditas Kedelai, Data Spasial 

per Provinsi untuk Pupuk Bersubsidi;  

h. Data Rincian Output Anggaran Kementerian Pertanian; dan 

i. Data luas baku lahan per Provinsi; 

j. Data/Laporan Pelaksanaan Program Food Estate di seluruh lokasi 

di Indonesia. 
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5. Komisi IV DPR RI meminta agar Kementerian Pertanian melakukan 

evaluasi terhadap Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 

tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi 

Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. 

 

6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian melakukan evaluasi 

menyeluruh terhadap proses pengangkatan dalam jabatan struktural di 

seluruh Eselon lingkup Kementerian Pertanian, sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku serta 

evaluasi kinerja ASN Kementerian Pertanian.  

 

7. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk meninjau 

kembali Automatic Adjustment terhadap anggaran Direktorat Jenderal 

Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. 

 
III. PENUTUP 

 Rapat ditutup pukul 17.10 WIB. 

 
 

Menteri Pertanian, 
 
 

Ttd. 
 

Prof. Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.Si., M.H. 

Komisi IV DPR RI 
Ketua Rapat, 

 
Ttd. 

 
Sudin, S.E. 

A-151 

 


